SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah
Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5067);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 75);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor
0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan
Kepemimpinan Pemuda;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
Nomor 13 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023 —
2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud
dengan:

1.

Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung.

Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan
Olahraga adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan
dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang
memasuki periode penting pertumbuhan dan
perkembangan yang berusia 16 (enam belas)
sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan
dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter,
kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah
koordinasi Strategis Lintas Sektor Rencana Aksi
Daerah Pelayanan Kepemudaan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah /lembaga
lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan
yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan
Kepemudaan adalah rencana kasi yang berisi
program serta kegiatan di bidang Kepemudaan
guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang
maju, berkualitas, dan berdaya saing.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk
panduan dan arahan dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pembangunan kepemudaan
bagi institusi pemerintah di Daerah dan jaringan
organisasi pemuda serta pemangku kepentingan
kepemudaan lainnya di Provinsi;

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. tercapainya peningkatan pemahaman
terhadap kondisi masalah dan potensi
kepemudaan yang berguna untuk

mendukung pembangunan daerah;

b. tercapainya peningkatan koordinasi lintas
sektoral di jajaran pemerintah dan tataran
pemangku kepentingan kepemudaan, agar
lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda
Bangka Belitung yang tangguh dan berdaya
saing; dan

c. tersedianya perangkat pemantauan dan
penilaian (monitoring dan evaluasi) untuk
berbagai kegiatan kepemudaan dalam periode
2023-2024.

BAB II
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN
KEPEMUDAAN

Pasal 3

Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan
Koordinasi  Strategis Lintas Sektor RAD
Pelayanan Kepemudaan di Provinsi.

Koordinasi  Strategis Lintas Sektor RAD
Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. program sinergis antar sektor dalam hal
penyadaran, pemberdayaan, serta
pengembangan kepemimpinan,
kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;

b. kajian dan penelitian bersama tentang
persoalan Pemuda; dan

c. kegiatan mengatasi dekadensi moral,
pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan,
serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya.



(3) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di
Provinsi dilaksanakan pada RAD Pelayanan
Kepemudaaan tahun 2023-2024.

(4) RAD Pelayanan Kepemudaaan tahun 2023-2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran,
pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan,
kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a dilaksanakan dalam bentuk:

a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui
pendidikan;

b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui
pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila,
wawasan kebangsaan dan bela negara,
kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan
karakter kebangsaan;

c. peningkatan kemudahan akses pendidikan
Pemuda yang murah dan berkualitas sampai
dengan di pedesaan serta daerah terdepan,
terpencil, dan tertinggal,

d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda,;
e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;

peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan
kepeloporan; dan

g. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan
kepemimpinan.

Pasal 5

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan
Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk :

a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui
penyelenggaraan penelitian dan pendampingan
kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;

b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian
Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan,
perundungan, narkotika, psikotropika, dan zal
adiktif lainnya; dan



peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian
Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks
bebas, human immunodeficiency virus/aquired
immunodeficiency syndrome, pornografi dan
pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia,
ancaman menurunnya kualitas moral, konflik
sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya
komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 6

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran,
kemiskinan, dan tindak kekerasan serta
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

a.

peningkatan pelindungan Pemuda terhadap
pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas,
prostitusi, human  immunodeficiency  virus
acquired immunodeficiency syndrome, dan
perdagangan manusia;

peningkatan pelindungan Pemuda terhadap
ancaman penurunan kualitas moral dan konflik
sosial;

peningkatan pelindungan Pemuda terhadap
ancaman pengangguran dan kemiskinan;

peningkatan pelindungan Pemuda terhadap
perilaku kekerasan baik fisik maupun mental,

peningkatan pelindungan Pemuda terhadap
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya;

peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal
yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan
pencegahan diskriminasi suku, agama, ras,
gender, dan antar golongan untuk menjaga
persatuan kesatuan bangsa;

peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak
dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila
kepada generasi muda; dan

pelindungan Pemuda terkait dampak negatif
perkembangan teknologi informasi.

BAB III
TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH
PELAYANAN KEPEMUDAAN



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 7

Gubernur membentuk Tim Koordinasi RAD
Pelayanan Kepemudaan.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
mengoordinasikan pelaksanaan Koordinasi
Strategis Lintas  Sektor @ RAD  Pelayanan
Kepemudaan di Provinsi.

Susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi Tim
Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),
Tim Koordinasi dibantu sekretariatan yang
secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata  Kebudayaan dan Kepemudaan
Olahraga.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas memberikan dukungan teknis
dan administrasi kepada Tim Koordinasi.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pariwisata ~ Kebudayaan dan Kepemudaan
Olahraga.

BAB IV
MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI

Pasal 9

Hubungan kerja Tim Koordinasi RAD Pelayanan
Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif
dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan
integrasi kebijakan dan program masing-masing
Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dalam
penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.

Hubungan kerja antara Tim Koordinasi provinsi
RAD Pelayanan Kepemudaan, dan Tim
Koordinasi kabupaten/kota RAD pelayanan
kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10

Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi
Strategis Lintas  Sektor @ RAD  Pelayanan
Kepemudaan di Provinsi melaporkan hasil



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Ketua
Tim Pelaksana pusat paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi RAD
Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubemur.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Gubemur melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan
sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan penyelenggaraan RAD Pelayanan
Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

Evaluasi penyelenggaraan RAD  Pelayanan
Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

Gubernur selaku penanggung jawab
penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan
melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
kepada ketua tim pelaksana pusat paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas
Sektor RAD Pelayanan Kepemudaan bersumber dari:

a.

b.

anggaran pendapatan dan belanja provinsi; dan

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Februari 2023

P.J. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
MUHAMMAD SOLEH

Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 19640324 198903 1 008



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA  AKSI DAERAH PELAYANAN
KEPEMUDAAN TAHUN 2023 - 2024

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023 - 2024

A. DOMAIN PENDIDIKAN

KOORDINASI DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN TARGET
PEMUDA /BENTUK KOORDINASI BASELINE
STRATEGIS LINTAS INDIKATOR IPP OPD/K/L PELAKSANA
SEKTOR PROGRAM/ KEGIA’:‘EKCI;I)/ RINCIAN OUTPUT (2022) 2023 2024

PROGRAM Domain Pendidikan
SINERGIS ANTAR
SEKTOR DALAM 1 Rata-rata lama sekolah Pemuda; Rata-rata lama sekolah penduduk PERGURUAN TINGGI,
HAL PENYADARAN usia 15 (lima belas) tahun ke atas 8,11 8,14 8,20 DINAS PENDIDIKAN
PEMBERDAYAAN (tahun) gl;g;foNIéEP. BANGKA
SERTA 2 Angka partisipasi kasar sekolah | Angka partisipasi kasar Sekolah
PENGEMBANGAN menengah Pemuda Menengah  Atas (SMA) /Sekolah
KEPEMIMPINAN, Menengah Kejuruan (SMK)/ 86.5 90.5 91
KEWIRAUSAHAAN, Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah ’ ’
DAN Menengah Luar Biasa (SMLB)/
KEPELOPORAN sederajat (persen/%)
PEMUDA

3 Angka partisipasi kasar perguruan | Angka partisipasi kasar perguruan 14.85 14.85 15

tinggi tinggi (persen / %) ’ ’

Bentuk Koordinasi:

a. | Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan

Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan
dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan

c. Peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan
serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal

Peningkatan angka partisipasi Pemuda Melalui Pendidikan

PROGRAM PEMAJUAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAN BUDAYA DINAS PENDIDIKAN

. . PROV. KEP. BANGKA
Kegiatan: Pembinaan Bahasa dan Sastra BELITUNG




RO: Peningkatan literasi generasi

Generasi muda terbina program

muda literasi (orang) NA NA NA
PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kegiatan: Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik

RO: Peserta didik jenjang SMA/SMK | Jumlah siswa jenjang SMA/SMK

dan sederajat yang dikembangkan | dan sederajat yang dikembangkan 200 200 200
prestasinya prestasinya (orang)

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan SMA

RO: Peserta didik jenjang SMA/SMK | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang

dan sederajat yang ditingkatkan | Kompetisi/Lomba Akademik dan NA 288 288

Kapasitas Bidang Pendidikan

Non Akademik

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan: Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

RO: Siswa SMA/SMK yang yang

Jumlah Siswa SMA/SMK yang

dikembangkan minatnya dalam | mengikuti ajang kompetisi Junior NA 100 100
kewirausahaan se Provinsi Babel Entrepeneurship

RO: Siswa SMA/SMK yang yang | Jumlah siswa SMA/SMK yang

dikembangkan prestasinya mengikuti ajang kempetisi festival NA 100 100

Band se-Babel

RO: Peningkatan kapasitas | Jumlah mahasiswa (UBB) yang

mahasiswa dalam tata kelola UMKM | mengikuti program Gempur

khususnya  fasilitasi permodalan | (Gerakan mahasiswa mengawal NA 85 85
untuk UMKM Kredit Usaha Rakyat (KUR) di

Provinsi Kep. Bangka Belitung

Peningkatan Penyadaran Pemuda Melalui Pendidikan Agama, Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan
dan Bela Negara, Kebudayaan, Teknologi, Kreativitas, Inovasi, dan Karakter Kebangsaan

PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kegiatan: Kebijakan Penguatan Karakter

DINAS PENDIDIKAN
PROV. KEP. BANGKA
BELITUNG

RO: Layanan penguatan karakter

Jumlah provinsi/kabupaten/kota

100

100 ’

100




terkait inklusivitas dan kebhinekaan | yang telah mengimplementasikan

satuan pendidikan materi terkait toleransi beragama,
kesetaraan gender,
komitmenkebangsaan, layanan

siswa kebutuhan Kkhusus, dan
pembelajaran yang demokratis pada
satuan pendidikan (provinsi/
kabupaten/ kota)

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK

DINAS LINGKUNGAN

MASYARAKAT HIDUP DAN
KEHUTANAN PROV.

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup wuntuk Lembaga KEP BANGKA

KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi BELiTUNG

RO: Masyarakat/Kelompok | Jumlah Masyarakat/Kelompok 30 150

Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan | Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan 0

. . Lembaga Orang
yang Terlibat yang Terlibat
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DISPARBUDKEPORA

Kegiatan: PengelolaanK ebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

PROV. KEP. BANGKA
BELITUNG

RO:  TersedianyapembinaanSumber | Jumlah Sumber Daya Manusia,
Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata | Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150 150 533
Kebudayaan yang dibina

Kegiatan: Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam
Daerah Provinsi

RO: Tersedianya pembinaan Sumber | Jumlah Sumber Daya Manusia,
Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata | Lembaga, dan Pranata Tradisional 72 72 72
Tradisional yang dibina

Kegiatan: Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

RO: Tersedianya Pembinaan Sumber | Jumlah Sumber Daya Manusia,
Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata | Lembaga, dan Pranata Adat yang 60 60 60
Adat dibina

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Kegiatan: Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

RO: Tersedianya Sumber Daya | Jumlah Sumber Daya Manusia 63 ‘ 63 ‘ 63




Manusia Kesenian Tradisonal yang
Mengikuti Proses Standarisasi

Kesenian Tradisonal yang Mengikuti
Proses Standarisasi

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Kegiatan: Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi

RO: TersedianyaSumber Daya | Jumlah Sumber Daya Manusia dan

Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal | Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 52 52 52

Provinsi yang Diberdayakan yang Diberdayakan

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

RO: Tersedianya Cagar Budaya | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar

Peringkat provinsi Budaya Yang Dibina dan 10 10 10
Ditingkatkan Kapasitasnya

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Kegiatan: Pengelolaan Museum Provinsi

RO: Tersedianya pelayanan dan akses
masyarakat terhadap museum

Jumlah Sumber Daya Manusia
Permuseuman yang Ditingkatkan 8 8 8
Mutu dan Kapasitasnya

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Kegiatan: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi

RO: Tersedianya Fasilitas Pemasaran,
Penguatan Promosi, Dukungan Event,
Penyediaan Data informasi Pariwisata

Jumlah
Penguatan

Fasilitas
Promosi,

Pemasaran,
Dukungan

Event, Penyediaan Data informasi

Pariwisata

24

24

30

Kegiatan: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis

Pariwisata Provinsi

RO: Peningkatan Kapasitas Sumber

Jumlah Kapasitas

Sumber

Daya

Daya Manusia Ekonomi Kreatif di | Manusia Ekonomi Kreatif di Daerah 130 130 130

Daerah

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN

Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi BANGKA BELITUNG

RO: Pemuda PencariKerja Yang | Jumlah Pemuda Pencari Kerja Yang 48 320 320




Mendapatkan Pelatihan Kompetensi
Masyarakat yang Ditingkatkan
Kapasitasanya

Mendapatkan Pelatihan Kompetensi
Masyarakat yang  Ditingkatkan
Kapasitasanya

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KETERAMPILAN PEMUDA TANI

Kegiatan: Magang Pemuda Tani, Program Pendidikan Vokasi dan BIMTEK Pemuda

DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

RO: Peningkatan Kapasitas SDM

Magang Pemuda Tani, Program
Pendidikan Vokasi dan BIMTEK
Pemuda

Jumlah SDM Magang Pemuda Tani,
Program Pendidikan Vokasi dan
BIMTEK Pemuda

NA

100

125

Peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta
daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan SMA

DINAS PENDIDIKAN
PROV. KEP. BANGKA
BELITUNG

RO: Penyediaan Biaya Personil

Jumlah Peserta Didik Sekolah

Peserta Didik SMA/SMK dan | Menengah Atasyang Menerima Biaya NA 4000 4000
Pendidikan Khusus Personil Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik Sekolah
Menengah Kejuruan yang Menerima NA 2500 2500
Biaya Personil Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik Pendidikan
Khusus yang Menerima Biaya NA 500 500
Personil Peserta Didik
PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Kegiatan: Kebijakan penguatan karakter
RO: Layanan penguatan karakter | Jumlah provinsi/ kabupaten /kota
terkait iklim keamanan satuan | yang mengimplementasikan materi
pendidikan untuk menuntaskan perundungan, 100 100 100

kekerasanseksual, dan intoleransi
pada satuan pendidikan (provinsi/
kabupaten/ kota)

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Kegiatan: Layanan Pendidikan Dasar Menengah




RO: Siswa SMA/Paket C yang | Jumlah siswa SMA/ Paket C yang
mendapatkan Program Indonesia | mendapatkan Program Indonesia 3419 1441 2250
Pintar Pintar (orang)
RO: Siswa SMK yang mendapatkan | Jumlah siswa SMK yang
Program Indonesia Pintar mendapatkan Program Indonesia 3901 1932 2500
Pintar (orang)
Kegiatan: Pembinaan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus
RO: Siswa penerima afirmasi | Jumlah siswa penerima program NA 11 15
pendidikan Menengah pendidikan layanan khusus (orang)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROV.
Kegiatan: Pengelolaan pendidikan SMA KEP. BANGKA
BELITUNG
RO: Penyediaan Biaya Personil | Jumlah Peserta Didik Sekolah
Peserta Didik SMA/SMK dan | Menengah Atasyang Menerima Biaya NA 4000 4000
pendidikan Khusus Personil Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik Sekolah
Menengah Kejuruan yang Menerima NA 2500 2500
Biaya Personil Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik pendidikan
Khusus yang Menerima Biaya NA 500 500
Personil Peserta Didik
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROV.
Kegiatan: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi KEP. BANGKA
BELITUNG
RO: Perpustakaan yang mendapatkan | Jumlah Perpustakaan yang
program layanan Perpustakaan | mendapatkan program layanan 50 54 54
berbasisinklusisosial Perpustakaan berbasis inklusi sosial
(Perpustakaan)
RO: Sosialisasi Budaya Baca dan | Jumlah  peserta lomba  Yang
Literasi pada Satuan Pendidikan | Tersosialisasi Budaya Baca dan
Tingkat Menengah dan Pendidikan | Literasi pada Satuan Pendidikan 120 100 100
Khususserta Masyarakat Tingkat Menengah dan Pendidikan
Khusus serta Masyarakat
RO: Pemberian Penghargaan Gerakan | Jumlah orang yang NA 5 7




Budaya Gemar Membaca

MendapatkanPenghargaan Gerakan
Budaya Gemar Membaca

Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi

RO: Peningkatan Kapasitas Tenaga
Perpustakaan dan Pustakawan
Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah tenaga Perpustakaan yang

Ditingkatkan  Kapasitasnya dan
mendapat sertifikasi Tenaga
Perpustakaan dan  Pustakawan

Tingkat Daerah Provinsi

NA

15

15

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK

MASYARAKAT

Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

RO: Masyarakat/Kelompok | Jumlah Masyarakat/Kelompok 30 150

Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan | Masyarakat /Pelaku Usaha 0 Lembasa Oran

yang Terlibat /Kegiatan yang Terlibat g g

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA gél\é?& IlflilﬁAUgggV?l\?Sl\i

Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

RO: Pengembangan Pemanfaatan Air | Jumlah Pembudidaya Ikan yang

untuk Pembudidayaan Ikan Lintas | mengikuti Pengembangan

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 | Pemanfaatan Air untuk 100 139 150

(Satu) Daerah Provinsi

Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi




DOMAIN KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI

KOORDINASI DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN TARGET OPD/K/L PELAKSANA
PEMUDA /BENTUK KOORDINASI BASELINE
STRATEGIS LINTAS INDIKATOR IPP
SEKTOR PROGRAM/ KEGIA’(I‘Q(I)\I)/ RINCIAN OUTPUT (2022) 2023 2024
PROGRAM Bentuk Koordinasi: DISPARBUDKEPORA
SINERGIS ANTAR . . ; PROV. KEP. BANGKA
SEKTOR DALAM | Peningkatan partisipasi .pen"luda dalam | Persentase pemuda bprugaa 16 - 30 BELITUNG
HAL PENYADARAN | Pengembangan kepemimpinan dan | tahun yang mengikuti kegiatan
PEMBERDAYAAN kepeloporan organisasi yang memiliki 66,18 66,18 66,18
SERTA keanggotaan dan kepengurusan, dan
PENGEMBANGAN aturan tertentu
KEPEMIMPINAN, Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Kepemimpinan Dan Kepeloporan
KEWIRAUSAHAAN,
DAN PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN
gg;%lﬁ?\PORAN Kegiatan: Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan pengawasan kepramukaan
RO: organisasi kepramukaan | Jumlah organisasi kepramukaan
(kwartir  nasional/satuan  karya | (kwartir nasional/satuan  karya
pramuka/satuan komunitas) yang | pramuka/satuankomunitas) yang 11 13 13
terfasilitasi dalam rangka | terfasilitasi dalam rangka pembinaan
pembinaan dan pengembangan dan pengembangan ( organisasi )
RO: organisasi Kepemudaan yang | Jumlah organisasi Kepemudaan
terfasilitasi dalam rangkapembinaan | yang terfasilitasi dalam rangka 45 45 45
dan pengembangan pembinaan dan pengembangan (
organisasi )
RO: Pengelola organisasi | Jumlah pengelola organisasi
Kepemudaan yang terfasilitasi dalam | kepemudaan yang terfasilitasi dalam 18960 03314 25266
pelatihan manajemen organisasi | pelatihan manajemen (orang)
Kepemudaan
Kegiatan: Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
RO: Pemuda kader yang terfasilitasi | Jumlah Pemuda kader yang
dalam pengembangan terfasilitasi dalam pengembangan NA 14 08
kepemimpinan dan kepeloporan kepemimpinan dan  kepeloporan
Pemuda pemuda (orang)

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN

Kegiatan: Peningkatan wawasan Pemuda




DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

RO: Pemuda kader yang terfasilitasi | Jumlah Pemuda kader yang
dalam peningkatan wawasan | terfasilitasi dalam peningkatan

. . 136 210 266
kebangsaan dan anti faham | wawasan kebangsaan dan anti
radikalisme faham radikalisme (orang)
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
RO: Masyarakat/Kelompok | Jumlah Masyarakat/Kelompok 30 150
Masyarakat /Pelaku | Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan 0

Lembaga Orang

Usaha/Kegiatan yang Terlibat

yang Terlibat

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota | pROVINSI KEPULAUAN
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi BANGKA BELITUNG
RO: Peningkatan Kapasitas SDM | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong
Satuan Polisi Pamongpraja dan | praja dan Satuan Perlindungan
Satuan Perlindungan Masyarakat | Masyarakat yang NA 247 200
termasuk dalam Pelaksanaan Tugas | DitingkatkanKapasitasanya
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
RO: Koordinasi Penyelenggaraan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Ketenteraman, Ketertiban Umum | Koordinasi Penyelenggaraan
dan Perlindungan Masyarakat | Ketenteraman, Ketertiban Umum NA 1 1
Tingkat Provinsi dan Perlindungan Masyarakat
Tingkat Provinsi (Dokumen)
RO: Pemberdayaan Perlindungan | Jumlah Dokumen yang Memuat
Masyarakat dalam rangka | Hasil Pemberdayaan Perlindungan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Masyarakat dalam rangka NA 1 1
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
(Dokumen)
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON | BADAN
KEBAKARAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Kegiatan: Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

RO: Pembinaan Aparatur Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Aparatur Pemadam Kebakaran dan




Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penyelamatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Laporan)

RO: Penyelenggaraan Kerja Sama
dan Koordinasi Antar Daerah
Berbatasan, Antar Lembaga, dan
Kemitraan dalam Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Penyelenggaraan Kerja Sama dan
Koordinasi Antar Wilayah
Kabupaten/Kota dalamPencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan (Dokumen)

RO: Bimbingan Teknis | Jumlah Aparatur Kebakaran yang
TerkaitPencegahan, Mengikuti Bimbingan Teknis
Penanggulangan, Penyelamatan | Pencegahan, Penanggulangan,
Kebakaran dan Penyelamatan Non | Penyelamatan Kebakaran dan 60 60 60
Kebakaran Provinsi dan | Penyelamatan Non Kebakaran
Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota)an,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tingkat Provinsi
RO: Pembinaan dan | Jumlah Aparatur Kebakaran yang
PengawasanPencegahan, Mengikuti Bimbingan Teknis
Penanggulangan, Penyelamatan | Pencegahan, Penanggulangan,
Kebakaran dan Penyelamatan Non | Penyelamatan Kebakaran dan 60 60 60
Kebakaran Penyelamatan Non Kebakaran

Provinsi dan Kabupaten/Kota)an,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tingkat Provinsi

Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan,

Penyelamatan Non Kebakaran

Penanggulangan,

Penyelamatan Kebakaran dan

RO: Pembinaan Penyelenggaraan
Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Penyelenggaraan Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran (Laporan)

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

RO: Orang yang Tersedia untuk
Melaksanakan Sosialisasi KIE

Jumlah Orang yang Tersedia untuk
Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan

NA

100

100




Rawan Bencana (Per Jenis Bencana)
Lintas Kabupaten/Kota

Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas
Kabupaten/Kota

dan Mitigasi Bencana

Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan

RO: Aparatur Terkait dengan
Kebencanaan di Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Memperoleh
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
Bencana

Jumlah Aparatur Terkait dengan
Kebencanaan di Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Memperoleh
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
Bencana

NA

60 60

Kegiatan: Pelayanan Pencegahan

dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Sub Kegiatan Pengembangan

Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

RO: Personil TRC Tingkat Provinsi
yang Dikembangkan  Kapasitas
Teknis dan Manajerialnya Dalam
Melaksanakan Penanganan Awal
Darurat Bencana

Jumlah  Personil TRC Tingkat
Provinsi yang Dikembangkan
Kapasitas Teknis dan Manajerialnya
Dalam Melaksanakan Penanganan
Awal Darurat Bencana

NA

70 70

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Karakter Bangsa

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

RO: Pelaksanaan Kebijakan di
Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela
Negara, Karakter Bangsa,

Jumlah  Dokumen  Pelaksanaan
Kebijakan di Ideologi Wawasan
Kebangsaan Bela Negara, Karakter

Pembauran Kebangsaan, Bhineka | Bangsa, Pembauran Kebangsaan, 1 1 1
Tunggal Ika dan Sejarah | Bhineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan Kebangsaan
KAJIAN DAN | Bentuk Koordinasi: BIRO KESEJAHTERAAN
PENELITIAN 5 RAKYAT PROVINSI
Penguatan pemberdayaan pemuda melalui | Jumlah Kajian tentang persoalan
KEPEMUDAAN g p yaan p pemuda yang terlaksana dan 4 5 8 KEPULAUAN  BANGKA

penyelenggaraan penelitian dan
pendampingan  kegiatan  Kepemudaan
terkait persoalan pemuda

dimanfaatkan

BELITUNG

Penguatan Pemberdayaan Pemuda Melalui Penyelenggaraan Penelitian dan Pendampingan Kegiatan Kepemudaan

Terkait Persoalan Pemuda

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Kegiatan: Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan, Olahrga, Kebudayaan dan Pariwisata




RO: Meningkatkan Usulan | Jumlah Usulan Rekomendasi
Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat | Kesejahteraan Rakyat Bidang 1 1 5
Bidang Kepemudaan, Olahraga, | Kepemudaan
Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah Usulan Rekomendasi
Kesejahteraan Rakyat Bidang 1 2 2
Olahraga
Jumlah Usulan Rekomendasi
Kesejahteraan Rakyat Bidang 1 1 2
Kebudayaan
Jumlah Usulan Rekomendasi
Kesejahteraan Rakyat Bidang 1 1 2
Pariwisata
DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA
KOORDINASI DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN BASELIN TARGET OPD/K/L PELAKSANA
STRATEGIS LINTAS PEMUDA /BENTUK KOORDINASI INDIKATOR IPP
SEKTOR PROGRAM/ KEGIA’:‘;:(I;I)/ RINCIAN OUTPUT E (2022) 2023 2024
PROGRAM Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DINAS TENAGA KERJA,
SINERGIS ANTAR P da (% DINAS KOPERASI
SEKTOR DALAM | - Pemuda wirausaha kerah putih emuda (%) 56,8 67,61 67,87 USAHA KECIL DAN
HAL PENYADARAN | 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda MENENGAH, DINAS
PEMBERDAYAAN . . S SOSIAL DAN
SERTA Benjcuk Koordinasi: . . Pemuda bekerja (%) 62,61 62,63 62,66 PEMBERDAYAAN
PENGEMBANGAN Peningkatan ~ Daya Saing Wirausaha | gelompok usaha pemuda di kantong MASYARAKAT  DESA,
KEPEMIMPINAN, Pemuda kemiskinan yang memiliki rintisan 14 21 28 DINAS PERINDUSTRIAN
KEWIRAUSAHAAN, usaha DAN PERDAGANGAN,
DAN DINAS KELAUTAN DAN
KEPELOPORAN Kelompok pemuda pada kantong PERIKANA, DINAS
PEMUDA kemiskinan  yang mendapatkan PERTANIAN DAN
pelatihan kewirausahaan KETAHANAN PANGAN,
DINAS LINGKUNGAN
14 21 28 HIDUP DAN
KEHUTANAN, DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK




KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

Peningkatan Daya Saing Wirausaha Pemuda

PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Kegiatan: Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif

DISPARBUDKEPORA
PROV. KEP. BANGKA
BELITUNG

RO: pelaku pariwisata dan ekonomi
kreatif yang mendapat fasilitas
konsultasi hak kekayaan intelektual

Jumlah pelaku pariwisata dan
ekonomi kreatif yang mendapat
fasilitas konsultasi hak kekayaan
intelektual (orang)

49

188

200

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN

Kegiatan: Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

RO: Pemuda terfasilitasi sebagai

Jumlah Pemuda yang terfasilitasi

kader kewirausahaan sebagai kader kewirausahaan (orang) 136 210 266
RO: Sentra Kewirausahaan Pemuda | Jumlah sentra kewirausahaan
yang terfasilitasi pengembangan | pemuda yang terfasilitasi 45 84 100
kewirausahaan pengembangan kewirausahaan

(provinsi)

PROGRAM KEOLAHRAGAAN

Kegiatan: Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

RO: Pengelola industri olahraga yang
terfasilitasi dalam pendidikan dan

Jumlah pengelola industri olahraga
yang terfasilitasi dalam pendidikan

pelatihan manajemen usaha dan pelatihan manajemen usaha 100 100 100
(orang)

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK destinasi PARIWISATA

Kegiatan: Pengelolaan destinasi Pariwisata Provinsi

RO: Kelompok masyarakat yang | Jumlah masyarakat yang terlibat 1 1 7

terlibat dalam pengelolaan destinasi | dalam pengelolaan destinasi Kab/Kota




pariwisata pariwisata (Dokumen)

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Kegiatan: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi

RO: Terlaksananya  penyebaran | Jumlah kelompok masyarakat

informasi pariwisata provinsi baik | pengelola destinasi pariwisata yang 1 1 7

dalam dan luar negeri mendapat fasilitas promosi Kab/Kota
pariwisata (Dokumen)

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

RO: Tersedianya sarana dan | Jumlah pelaku usaha ekonomi
prasarana kota kreatif di daerah | kreatif di Kabupaten/Kota yang
. NA NA NA
kabupaten /kota menerima sarana dan prasarana
pengembangan ekonomi kreatif
Kegiatan: PengembanganEkosistem Ekonomi Kreatif
RO: Terbentuknya ekosistem | Jumlah pelaku usaha ekonomi
pariwisata  ekonomi  kreatif di | kreatif di Kabupaten/Kota yang
. . e NA NA NA
provinsi menerima fasilitasi pengembangan
ekonomi kreatif

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tingkat Lanjutan

RO: Tersedianya Sumber Daya | Jumlah Sumber Daya Manusia
Manusia Pariwisata dan Ekonomi | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang

Kreatif yang Memiliki Kompetensi | Memiliki kompetensi dan sertifikasi 49 95 46

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG
KEHUTANAN

Kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kehutanan

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN

RO: Penyuluh Kehutanan yang | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang 32 ’ 32 ’ 32




Dilakukan Peningkatan Kapasitas

Dilakukan Peningkatan Kapasitas

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN UMKM

Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

RO: PengurusKoperasi yang | Jumlah pengurus koperasi yang ikut

difasilitasi dalam penguatan | dalam program pendidikan dan

kapasitas sebagaiupaya | pelatihan tata kelola perkoperasian 75 75 75
meningkatkan koperasi yang sehat

RO: pelaku UMKM yang difasilitasi | Jumlah pelaku UMKM yang ikut

dalam penguatan kapasitas | dalam program pendidikan dan 400 450 500

sebagaiupaya meningkatkan UMKM
yang berdaya saing

pelatihan vokasional

PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM

Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,

Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

RO: Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan UMKM serta Kapasitas
dan Kompetensi SDM UMKM dan
Kewirausahaan

Jumlah pelaku UMKM muda yang
mengikuti Lomba Wirausaha Pemula
dan Disabilitas Berdaya

NA

150

150

Jumlah pelaku UMKM muda yang
mengikuti ajang kompetisi UMKM
Award

NA

100

100

Jumlah calon wirausaha
(Pelajar/masyarakat) yang ikut
dalam acara seminar Kewirausahaan
(Enterpreneur Hub dan Wirausaha
Muda)

NA

150

150




D.

DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

KOORDINASI DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN BASELINE TARGET OPD/K/L PELAKSANA
STRATEGIS LINTAS PEMUDA /BENTUK KOORDINASI INDIKATOR IPP
SEKTOR PROGRAM/ KEGIA’(I‘;\(I;I)/ RINCIAN OUTPUT (2022) 2023 2024
PROGRAM SINERGIS | Domain Kesehatan dan Kesejahteraan: Terpenuhinya pelayanan Kesehatan 0 90 100 DINAS KESEHATAN,
ANTAR SEKTOR 1. Angka Kesakitan pada pemuda UKP dan UKM DINAS
DALAM HAL 9. Perilaku Merokok pad q ) PEMBERDAYAAN
PENYADARAN . erilaku Merokok pada pemuda Jumlah Dokumeq Hasil Pengelolaan PEREMPUAN
PEMBERDAYAAN | 3. Kehamilan Pemuda PelayananPromosi Kesehatan PERLINDUNGAN ANAK
SERTA 4. Angka kejahatan pada pemuda. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan KEPENDUDUKAN
PENGEMBANGAN Pelayanan  Kesehatan  Penyakit 1 1 1 PENCATATAN SIPIL
KEPEMIMPINAN, o Menular dan Tidak Menular) DAN PENGENDALIAN
KEWIRAUSAHAAN, | Bentuk koordinasi: . . PENDUDUK
DAN KEPELOPORAN | a. Peningkatan layanan untuk | Indikator: Jumlah Dokumen Hasil KELUARGA
PEMUDA menurunkan angka kesakitan pada Peljlgelolaan .Pelayanan Kesehatan 1 1 1 BERENCANA, BADAN
pemuda Usia Produktif KESATUAN  BANGSA
b. Peningkatan layanan untuk | Persentase  perempuan  korban 1 1 1 gggl AIF,) OLITIK, DIg:;
mengurangi perilaku merokok i i
. .g ) tg p O . kekerasan yang dilayani PEMBERDAYAAN
c. Peningkatan partisipasi elompo MASYARAKAT DESA
usiaproduktif untuk mencegah PROVINSI KEPULAUAN
kehamilan di usiaremaja BANGKA BELITUNG
d. Peningkatan partisipasi masyarakat
untuk mencegah kejahatan baik
menjadi pelaku maupun korban
e. Peningkatan pelindungan Pemuda
terhadap pornograli dan pornoatsi,
perilaku seks bebas, prostitusi,
human  immunodeficiency  virus/ | pergsentase Omah Jaga Warga van
acquired immunodeficiency syndrome, | gitif & ga yanhs 100 100 100
dan perdagangan manusia;
f. Peningkatan perlindungan Pemuda
terhadap ancaman
penurunankualitas moral dan
konfliksosial;
g. Peningkatan pelindungan Pemuda
terhadap ancaman pengangguran dan
kemiskinan;
h. Peningkatan perlindungan Pemuda




terhadap perilaku kekerasan baik fisik
maupun mental

Peningkatan perlindungan Pemuda
terhadap penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

Peningkatan Layanan Untuk Menurunkan Angka Kesakitan Pada Pemuda

PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA

PROVINSI KEPULAUAN

Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

. . . BANGKA BELITUNG
Kegiatan: Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintah Daerah
RO: Daerah yang menerapkan | Jumlah daerah yang menerapkan Provinsi Provinsi
rencana aksi pada penyelenggaraan | rencana aksi pada penyelenggaraan NA dan 7 dan 7
pelayanan Kepemudaan pelayanan Kepemudaan (provinsi/ Kab/Kota | Kab/Kota
kabupaten/ kota)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN

PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

(tigapuluh) tahun (persen/%)

RO: Sosialisasi pencegahan dan | Jumlah sosialisasi pencegahan dan
pengendal1an penyakit dlal?etes pengendahan penyakit dlabet(?s 265000 270000 275000
melitus dan ganngguan metabolik melitus dan gangguan metabolik
(orang)
RO: Sosialisasi pencegahan dan | Jumlah pencegahan pengendalian
pengendalian gangguan indera dan | indera dan (orang) sosialisasi dan 265000 270000 275000
fungsional gangguan fungsional (orang)
RO: Sosialisasi Pemuda berusia 16 | Persentase Pemuda berusia 16
(enam belas) sampai dengan 30 | (enambelas) sampai dengan 30
(tigapuluh) tahun yang pernah | (tigapuluh) tahun yang pernah
merokok dalam sebulan terakhir merokok dalam sebulan terakhir 0,1 0,1 0,1
dalam kelompok usia 16
(enambelas) sampai dengan 30

Peningkatan Layanan Untuk Mengurangi Perilaku Merokok

PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi

DISPARBUDKEPORA
PROV. KEP. BANGKA
BELITUNG

RO: Cabang olahraga yang dibina

Jumlah Cabang olahraga

yang

11

11




dalam pada sentra olahraga yang

dibina dalam pada sentra olahraga

diselenggarakan oleh masyarakat | yang diselenggarakan oleh
maupun dunia usaha masyarakat maupun dunia usaha
Kegiatan: Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
RO: Peserta yang terlibat dalam | Jumlah partisipasi dalam 10000 15000 20000
penyelenggaraan event Olahraga penyelenggaraan event Olahraga
Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
RO: Atlet berprestasi yang mendapat | Jumlah atlet berprestasi yang
pembinaan dan pengembangan mendapat pembinaan dan 90 90 90
pengembangan
Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
RO: Sumber Daya Manusia yang | Jumlah Sumber Daya Manusia
mendapat pembinaan dan | Keolahragaan yang mendapat
L . 100 150 200
pengembangan dalam organisasi | pembinaan dan = pengembangan
Keolahragaan dalam organisasi Keolahragaan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan:Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

RO: Sosialisasi Pelaksanaan
Layanan Kawasan Tanpa Rokok

Jumlah Pemuda yang Mendapatkan
Sosialisasi Pelaksanaan Kawasan
Tanpa Rokok (orang)

265000

270000

275000

Peningkatan Partisipasi Kelompok Usia Produktif Untuk Mencegah Kehamilan Di Usia Remaja

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi

DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

RO: Distribusi dan Pemerataan

Jumlah Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan yang Terdistribusi (Usia 4 S S
Pemuda)

Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tingkat Daerah Provinsi

RO: Peningkatan Kompetensi dan | Jumlah Sumber Daya Manusia

Kualifikasi Sumber Daya Manusia | kesehatan Kompetensi dan 20 30 40

kesehatan

Kualifikasi Meningkat (Usia Pemuda)




PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Kegiatan: Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia kesehatan

RO: Bantuan manusia pendidikan

Jumlah sumber daya manusia

sumber daya manusia kesehatan kesehatan penerima bantuan biaya S S 6
pendidikan berkelanjutan (orang)
RO:  Afirmasi bantuan  biaya | Jumlah peserta program afirmasi
pendidikan dokter pada daerah | bantuan biaya pendidikan dokter
tertinggal perbatasan dan | pada daerah tertinggal perbatasan 4 9 10
kepulauan dan daerah bermasalah | dan kepulauan dan daerah
kesehatan bermasalah kesehatan (orang)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Untuk Mencegah Kejahatan Baik Menjadi Pelaku Maupun Korban
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN
: : . PROVINSI KEPULAUAN
Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi BANGKA BELITUNG
RO: Peningkatan Kompetensi dan | Jumlah Sumber Daya Manusia
Kualifikasi Sumber Daya Manusia | Kesehatan Kompetensi dan NA NA NA

Kesehatan

Kualifikasi Meningkat (Usia Pemuda)

Peningkatan Pelindungan Pemuda Terhadap Pornografi Dan Pornoaksi, Perilaku Seks Bebas, Prostitusi, Human
Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

RO: Sosialisasi pencegahan dan

Jumlah orang yang mendapatkan

pengendalian penyakit human | sosialisasi pencegahan dan
%mmunodeﬁmfency virus/acquired Pengendahaq penyaklt hurpan 34457 38000 42000
immune deficiency syndrome immunodeficiency virus/acquired
immune deficiency syndrome.
(orang)
RO: Sosialisasi pencegahan dan | Jumlah orang yang mendapatkan
pengendalian penyakit infeksi s031ahsa31. pencegah.an . daq 34457 38000 42000
menular seksual pengendalian penyakit infeksi
menular seksual (orang)
RO: Sosialisasi pencegahan dan | Jumlah orang yang mendapatkan
pengendalian tuberkulosis sosialisasi pencegahan dan 33000 33032 37000

pengendalian penyakit tuberkulosis




‘ (orang)

Peningkatan Perlindungan Pemuda Terhadap Ancaman Penurunan Kualitas Moral Dan Konflik Sosial

PROGRAM PEMBINAAN KETENAGA KERJAAN

DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN

Kegiatan: Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan BANGKA BELITUNG

RO: Peningkatan Partisipasi Pemuda | Kegiatan Peningkatan Partisipasi

dalam Kegiatan Perayaan Hari | Pemuda dalam Kegiatan Perayaan 1 1 1

Buruh Hari Buruh

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

RO: Peningkatan Kapasitas SDM

Jumlah SDM Satuan Polisi

Satuan Polisi Pamong praja dan | Pamongpraja dan Satuan
Satuan Perlindungan Masyarakat | Perlindungan  Masyarakat yang 192 247 200
termasuk dalam Pelaksanaan Tugas | Ditingkatkan Kapasitasanya
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
RO: Pemberdayaan Perlindungan | Jumlah Dokumen yang Memuat
Masyarakat dalam rangka | Hasil Pemberdayaan Perlindungan
Ketenteraman dan Ketertiban | Masyarakat dalam rangka 1 1 1
Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
(Dokumen)
Peningkatan Pelindungan Pemuda Terhadap Ancaman Pengangguran Dan Kemiskinan
PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN DISPARBUDKEPORA
- - PROV. KEP. BANGKA
Kegiatan: Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda BELITUNG
RO: Kementerian/lembaga/ provinsi | Jumlah koordinasi Kepemudaan
yang bekerjasama dalam kemitraan | dengan lembaga lintas sektoral, 7 16 25

Kepemudaan

Pemerintah Daerah, dan luar negeri

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

RO: Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Melalui Deteksi Dini dan

Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
yang Dicegah Melalui Deteksi Dini

NA

564

500




Cegah  Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan

dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Patroli, Pengamanan
dan Pengawalan

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON

KEBAKARAN

Kegiatan: Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

RO: Pembinaan Aparatur Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Aparatur Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi dan
Kabupaten /Kota (Laporan)

NA

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON

KEBAKARAN

Kegiatan:
Penyelamatan Non Kebakaran

Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

RO: Pembinaan Penyelenggaraan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Pencegahan, Penanggulangan, | Penyelenggaraan Pencegahan,
Penyelamatan Kebakaran dan | Penanggulangan, Penyelamatan NA 1 1
Penyelamatan Non Kebakaran Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran (Dokumen)
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA
. . PROVINSI KEPULAUAN
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan BANGKA BELITUNG
RO: Penyelenggaraan Pengawasan | Jumlah Penyelenggaraan o
- : 15% 400 425
Ketenagakerjaan Pengawasan Ketenagakerjaan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA
. .. . o PROVINSI KEPULAUAN
Kegiatan: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi BANGKA BELITUNG
RO: Meningkatnya pencari kerja | Jumlah pencari kerja yang dilatih 12 12 12
yang dilatih dan/atau ditempatkan dan/atauditempatkan
PROGRAM PEMBINAAN KETENAGA KERJAAN
Kegiatan: Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
RO: Tenaga Kerja yang | Jumlah Tenaga Kerja yang
Mendapatkan Fasilitasi dan | Mendapatkan Fasilitasi dan 200 200 200
Pembinaan Penempatan Tenaga | Pembinaan Penempatan Tenaga




Kerja Dalam Negeri Kerja Dalam Negeri

Peningkatan Perlindungan Pemuda Terhadap Perilaku Kekerasan Baik Fisik Maupun Mental

PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan

DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK
KELUARGA
BERENCANA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG PROV. KEP.
BANGKA BELITUNG

RO: Daerah yang diberikan
bimbingan teknis dan supervisi
tentang  pelaksanaan  kebijakan
perlindungan hak perempuan dari
kekerasan dalam rumah tangga di
ruang publik, situasi darurat dan
kondisi khusus*

Jumlah daerah yang diberikan
bimbingan teknis dan supervisi
tentang  pelaksanaan  kebijakan
perlindungan hak perempuan dari
kekerasan dalam rumah tangga di
ruang publik, situasi darurat dan
kondisi khusus (daerahprovinsi)

309

14

14

Peningkatan Perlindungan Pemuda Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah

DINAS KESEHATAN
PROV. KEP. BANGKA
BELITUNG

Provinsi

RO: Pengelolaan Pelayanan | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang

Kesehatan Orang dengan | Mendapakan Rehabilitasi Medis 17 17 10
Kecanduan NAPZA (Usia Pemuda)

Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat

Adiktif Lainnya
RO: Pelayanan penyalahguna | Penyalahgunan narkotika,
psikotropika, lainnya kesehatan | psikotropika, dan zat adiktif lainnya

narkotika, dan zat adiktif lainnya

yang mendapatkan  rehabilitasi
medis (orang) Rehabilitasi Medis
(Usia Pemuda)

22

22

20




PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan: Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan Gelap Narkotika
RO: Layanan data dan informasi Jumlah layanan data dan informasi
(layanan) Rehabilitasi Medis (Usia 7 7 7
Pemuda)
DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI
KOORDINASI DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN BASELINE TARGET OPD/K/L PELAKSANA
STRATEGIS LINTAS PEMUDA /BENTUK KOORDINASI INDIKATOR IPP
SEKTOR PROGRAM /KEGIA’:‘IQCI;I)/ RINCIAN OUTPUT (2022) 2023 2024
PROGRAM SINERGIS | 1. PernikahanUsia Anak Persentase pemuda perempuan DINAS
ANTAR SEKTOR 2. Partisipasi pemuda perempuan di berusia 20-24 tahun yang saat PEMBERDAYAAN
DALAM HAL pendidikan menengah dan tinggi perkawinan pertamanya berusia di 791 781 770 PEREMPUAN
PENYADARAN 3 P bekeri bawah 18 tahun di antara seluruh ’ ’ ’ PERLINDUNGAN ANAK
PEMBERDAYAAN - rerempuan bexerja perempuan berusia 20-24 tahun KEPENDUDUKAN
SERTA (persen /%) PENCATATAN SIPIL
KEPEMIMPINAN, Eerser}tasl% Qfetm}‘jda Perem%uan PENDUDUK KELUARGA
KEWIRAUSAHAAN, | Peningkatan perlindungan Pemuda bggslilah_ dia ‘%éln.f;ng S‘;l\j‘gf 36.08 36.58 3700 | BERENCANA PROVINSI
DAN KEPELOPORAN | terhadap pornografi dan pornoaksi, ce o J lé bf o : : : KEPULAUAN BANGKA
PEMUDA perilaku seks bebas, prostitusi, human (perse rJl /%) g8 BELITUNG PROV. KEP.
immunodeficiency virus/ acquired P ° BANGKA BELITUNG
immunodeficiency syndrome, dan Persentase Pemuda perempuan
perdagangan manusia; berusia 16-30 tahun yang bekerja 51.70 51.80 52.00
di sektor formal (persen/%)

Peningkatan Perlindungan Pemuda Terhadap Pornografi Dan Pornoaksi, Perilaku Seks Bebas, Prostitusi, Human
Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome, Dan Perdagangan Manusia

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Kegiatan: PelayananKesejahteraan Sosial KelompokRentan

RO: Korban penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya yang mendapatkan
asistensi rehabilitasi sosial*

Jumlah korban penyalahgunaan
napza yang mendapatkan asistensi
rehabilitasi sosial (orang)

38

64

70




PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kegiatan: Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan

RO: Daerah
bimbingan

diberikan
supervisi

yang
teknis dan
dalampe  laksanakan  kebijakan
pemenuhan hak anak atas
pengasuhan dan lingkungan*

Jumlah daerah yang diberikan
bimbingan teknis dan supervisi
dalam  pelaksanaan  kebijakan
pemenuhan hak anak atas
pengasuhan dan lingkungan
(daerah)

RO: Komunikasi, informasi dan
edukasi perlindungan hak
perempuan dari kekerasan dalam
rumah tangga, kekerasan di ruang
publik, dan situasi darurat dan
kondisi khusus*

Jumlah pelaksanaan komunikasi,
informasi dan edukasi
perlindungan hak perempuan dari
kekerasan dalam rumah tangga,
kekerasan di ruangp ublik, dan
situasi darurat dan kondisi khusus
(layanan)

Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

RO: Daerah yang diberikan
bimbingan teknis dan supervisi
tentang  pelaksanaan  kebijakan

perlindungan hak perempuan dari
tindak pidana perdagangan orang*

Jumlah daerah yang diberikan
bimbingan teknis dan supervisi
tentang pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak perempuan dari
tindak pidana perdagangan orang
(daerah provinsi)

RO: Daerah yang diberikan
bimbingan teknis dan supervisi
tentang  pelaksanaan  kebijakan
perlindungan hak perempuan
pekerja*

Jumlah daerah yang diberikan
bimbingan teknis dan supervisi
tentang pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak perempuan dari
tindak pidana perdagangan orang
(daerah provinsi)

RO: Komunikasi, informasi edukasi
perlindungan perrempuan dan hak
dalam ketenagakerjaan dan dari
tindak pidana perdagangan orang*

Jumlah pelaksanaan komunikasi,
informasi, dan edukasi kebijakan
perlindungan hak  perempuan
dalam ketenagakerjaan dan dari
tindak pidana perdagangan orang
(layanan)




